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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk melindungi perempuan selaku warga 

negara agar mendapatkan keadilan dan menikmati perlakuan yang sama dengan laki-laki. 

Hampir semua masyarakat di dunia masih bersikap dan berpandangan bahwa perempuan itu 

kodratnya jauh di bawah laki-laki. Partisipasi perempuan bagi kehidupan rumah tanggga, di 

dalam ruang lingkup kerja ataupun keterlibatan perempuan dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah dan belum dapat diakui. Peristiwa inilah yang 

menjadi salah satu penyebab umumnya perempuan kurang dihargai dan tidak dilibatkan 

dalam proses pengambilan keputusan baik itu di dalam ruang lingkup keluarga maupun di 

kehidupan bermasyarakat. Bahkan akses pendidikan lebih memprioritaskan laki-laki 

dibandingkan perempuan, karena ada keterbatasan tersebut membuat lapangan pekerjaan 

yang disediakan untuk perempuan juga sangat terbatas dan dalam segi penghasilan pun 

perempuan jauh lebih rendah untuk pekerjaan yang sama dengan nilai yang sama juga.  

Dapat kita lihat di kehidupan sekitar kita bahwasanya jumlah perempuan miskin di 

Indonesia masih sangat tinggi, para pekerja perempuan yang masih minim keterampilan dan 

pengetahuan selalu menjadi korban kekerasan, penganiayaan, bahkan sampai 

diperdagangkan. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi perempuan dalam ketidakadilan 

gender, seperti: Hak Integritas Fisik, Hak Atas Pemilihan Jodoh, Hak Dalam Melakukan 

Hubungan Seksual, Hak Menentukan Kelahiran, Hak atas Pelayanan Aborsi yang Aman, Hak 

Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan, dan masih banyak lagi.  



2 
 

Keterlibatan perempuan di dalam arena politik menjadi kajian menarik untuk dibahas. 

Hal ini dikarenakan stigma umum bahwa perempuan tidak mampu berpolitik dan hadir 

seutuhnya dalam kancah politik. Sebenarnya perjuangan perempuan untuk menyuarakan 

aspirsinya telah berlangsung cukup lama di Indonesia maupun di kancah internasional. Di 

awal abad ke-21, lebih dari 95% negara di dunia sudah menjamin dua hak demokratik 

perempuan yang paling mendasar yaitu, hak memilih (right to vote) dan hak untuk 

mencalonkan diri dalam pemilihan (right to stand for election). Meskipun kedua hak tersebut 

sudah diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias gender, bagi 

perempuan hak tersebut didapat melalui proses perjuangan yang panjang. Di Indonesia, 

perjuangan hak pilih bagi perempuan dimulai pada tahun 1930-an.  

Sebagai anggoota tetap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Indonesia selama 

ini telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan AIPA yang fokus dalam memajukan 

kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan di kawasan. Hal ini sejalan dengan Rencana 

Strategis DPR RI 2020-2024 yang salah satu kegiatan strategisnya adalah memperkuat peran 

parlemen dan memastikan capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 

termasuk pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Promosi terhadap 

akses yang setara bagi perempuan dan partisipasi penuh dalam institusi pembuatan keputusan 

serta dalam mekanisme pengimplementasian seluruh tujuan dan target pembangunan 

berkelanjutan sampai 2030 mendatang menjadi isu utama yang dieperjuangkan Indonesia.  

 Pada tahun 1955, Indonesia sudah mulai menggunakan sistem proporsional terbuka 

dalam pemilihan legislatif pada periode 1955-1960, Perempuan hanya berhasil mendapatkan 

17 kursi (6,3% keterwakilan), sedangkan laki-laki berhasil mendapatkan 272 kursi (93,7% 

keterwakilan). Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran akan 

Kesetaraan gender sudah mulai berkembang di Indonesia, Akan tetapi di dalam ranah politik 

Indonesia masih belum berkembang dengan signifikan. 
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Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Republik Indonesia 

Periode Perempuan Laki-laki 

1950-1955 9 (3.8%) 236 (96.2%) 

DPRS 

1955-1960 17 (6.3%) 272 (93.7%) 

1956-1959 25 (5.1%) 488 (94.9%) 

KONSTITUANTE 

1971-1977 36 (7.8%) 460 (92.2%) 

1977-1982 29 (6.3%) 460 (93.7%) 

1982-1987 39 (7.8%) 460 (91.5%) 

1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 

1992-1997 62 (12.5%) 500 (87.5%) 

1997-1999 54 (10.8%) 500 (89.2%) 

1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 

Sumber: DPR RI  

Sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik, 

pemerintah Indonesia menciptakan beberapa kebijakan afirmasi yang dinilai dapat membantu 

perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik Indonesia. Kebijakan kebijakan afirmasi 

tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Tahun 2003 Pasal 65 Nomor 12 Ayat 1 (UU 

Pemilu), Pada kebijakan tersebut partisipasi perempuan dalam politik harus mencapai kuota 

minimal sebesar 30% untuk diterapkan dalam Pemilu legislatif selanjutnya. Jika keterwakilan 

suara parlemen oleh perempuan tidak memenuhi kuota yang signifikan maka kesejahteraan 

dan peluang perempuan pada ranah politik akan semakin tersingkirkan. Peningkatan  terjadi 

sejak berlakunya kebijakan afirmasi dengan kuota 30% pada jumlah politisi perempuan yang 

duduk di dalam parlemen (DPR RI). Jika ditinjau dengan kasat mata, peningkatan kuantitas 

ini dapat merepresentasikan unsur demografis perempuan di dalam struktur pemerintahan. 
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Akan tetapi, masih ditemukan tindak diskriminasi terhadap anggota DPR RI perempuan 

meskipun jumlah anggota DPR RI perempuan sudah lebih banyak dibandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

Kemudian, tindak diskriminasi yang di temukan tidak hanya mencakup  situasi dan 

peluang bagi perempuan untuk meraih jabatan strategis di DPR RI, peristiwa ini juga terjadi 

dalam apakah perempuan diposisikan dengan layak pada komisi tertentu di DPR. Setiap 

komisi diberikan tugas dan tujuan yang berbeda agar mencapai hasil semaksimal mungkin, 

namun hal ini tidak dapat terlepas dari diskriminasi gender yang berasal dari asumsi tentang 

mampu atau tidaknya perempuan melakukan pekerjaan tersebut. Terdapat 11 komisi di dalam 

parlemen, yakni: Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelejen), 

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah), Komisi III (Hukum, HAM, 

Keamanan), Komisi IV (Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Komisi V 

(Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi dan Geofisika, 

Pencarian dan Pertolongan), Komisi VI (Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, 

Standarisasi Nasional), Komisi VII (Energi, Riset dan Inovasi, Industri), Komisi VIII 

(Agama, Sosial, Kebencanaan), Komisi IX  (Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan), 

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, Kepariwisataan), Komisi XI (Keuangan, Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Perbankan). Penugasan ini sepenuhnya menjadi hak dan wewenang 

yang dimiliki oleh partai politik, sehingga memungkinkan terjadinya pembiasan gender 

dalam penempatan para anggota DPR di setiap komisi. Berikut jumlah sebaran anggota DPR 

perempuan pada setiap masing-masing komisi:  

Tabel 2. Jumlah Anggota Perempuan dalam setiap Komisi 

Komisi Bidang 
Jumlah 

Anggota DPR 
Perempuan 

Jumlah 
Anggota 
Komisi 

Persentase 
Anggota 

Perempuan 
Komisi I Pertahanan, Luar 7 47 14% 
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Negeri, 

Komunikasi dan 

Informatika, 

Intelijen 

Komisi II Dalam Negeri, 

Sekretariat Negara, 

Pemilu 

4 49 8% 

Komisi III Hukum, HAM, dan 

Keamanan 

4 52 7% 

Komisi IV Pertanian, Pangan, 

Maritim,Kehutanan 

10 50 20% 

Komisi V Infrastruktur, 

Perhubungan 

10 55 18% 

Komisi VI Industri, Investasi, 

Persaingan Usaha 

9 50 18% 

Komisi VII Energi, Riset dan 

Teknologi, 

Lingkungan Hidup 

8 51 15% 

Komisi VIII Agama, Sosial 11 49 22% 

Komisi IX Kesehatan, 

Ketenagakerjaan 

26 48 54% 

Komisi X Pendidikan, 

Olahraga, Sejarah 

10 52 36% 

Komisi XI Keuangan, 

Perbankan 

10 54 18% 

  Sumber: DPR RI 

Peristiwa ini membuktikan bahwa di periode 2019-2024 anggota DPR perempuan selalu 

dipercayakan pada komisi yang menangani bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, 

pendidikan, olahraga dan sejarah. Tetapi, para anggota DPR perempuan masih belum 

maksimal untuk ditempatkan pada komisi yang merepresentasikan bagian hukum, HAM, 

keamanan, serta komisi yang bersangkutan dengan sistem pemerintahan dan tata kelola 
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negara. Terdapat 22% anggota DPR perempuan yang dipercayakan untuk bertanggung jawab 

pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Berbanding terbalik, hanya ada 4 orang anggota 

perempuan yang ditempatkan pada komisi II dan III, yang dimana  komisi tersebut ialah 

komisi yang sistem kerjanya berkesinambungan dengan sistem pemerintahan negara. 

 Partisipasi perempuan di dalam parlemen yang sangat tidak merata sebenarnya juga 

dipicu oleh perbedaan kodrat, akan tetapi lebih condong ke perbedaan konstruksi sosial 

(gender). Peristiwa ini muncul karena terdapat kesan dan konstruksi sosial yang menjadi 

pembatas bagi kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang politik. Karena 

kaum lelaki mendominasi di dalam parlemen terutama di lembaga legislatif, maka perempuan 

harus sama gentle dengan dengan laki-laki. Upaya ini dilakukan agar suara perempuan 

didengar dan dihargai. Untuk itu diperlukan strategi perempuan itu sendiri agar mendapatkan 

apresiasi dari kaum laki-laki. Hal ini menguatkan argument bahwa, adanya affirmative action 

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik khususnya yang masuk dalam 

anggota legislatif DPR RI. 

Namun, kenyataannya saat ini dalam arena politik masih rawan tindak diskriminasi 

terhadap kaum perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi yang nampak adalah minimnya 

partisipasi kaum perempuan pada bagian institusi politik baik itu legislatif, yudikatif, maupun 

eksekutif. Beberapa masalah yang mengalangi perempuan antara lain, ialah: Faktor pertama 

berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarki. 

Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa 

tidak pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan 

proses seleksi dalalm partai politik.  

Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau 

pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk salah satunya 
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Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, 

pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proposional 

terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak 

dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum 

laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini 

publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya 

jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan 

representasi perempuan. Selain persoalan di atas, masalah-masalah lain adalah kemiskinan 

dan rendahnya tingkat pendidikan wanita. Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut 

perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-

laki.  

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan 

penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena menjadikan 

segi kemanusiaan perempuan yang lebih dari ebaian penduduk dunia sebagai fokus dari 

keprihatinan. Tindak kekerasan perempuan sesuai dengan definisi kerja tentang arti 

diskriminasi terhadap perempuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi 

Perempuan/Konvensi wanita menentukan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai: 

1. Setiap pembedaan, pengucilan dan pembatasan, 

2. Yang dibuat atas perbedaan jenis kelamin, 

3. Yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan, 

4. Pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan pokok, 

5. Di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita, 

6. Terlepas dari status perkawinan mereka, 

7. Atas dasar persamaan antara wanita dan pria.  
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Harapan aktivis perempuan untuk meraih keselarasan pada arena politik masih jauh dari 

realita. Hal ini dapat kita buktikan apabila ditinjau dari kuantitas maupun kualitas perempuan 

di dalam parlemen nasional maupun daerah masih belum merata. Jumlah perempuan yang 

duduk di kursi legislatif masih belum berjalan sesuai harapan. Hal ini berdampak pada proses 

pencalegan dan keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan demikian, paling tidak ada dua 

persoalan perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan yang masih rendah 

di ruang politik, yaitu belum adanya platform partai yang secara konkret membela 

kepentingan perempuan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya 

perempuan yang berkiprah di dunia politik ternyata masih belum mampu menawarkan kultur 

politik yang berbeda. Lemahnya peran perempuan di parlemen terjadi karena kapabilitas 

perempuan yang lolos ke parlemen kurang teruji. Kebanyakan perempuan yang terpilih dan 

berkiprah di dunia politik formal saat ini berasal dari dinasti politik atau figur populer seperti 

artis. Pasalnya, mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah proses kaderisasi 

yang tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, data-data diatas juga menunjukkan bahwa 

kontribusi perempuan di parlemen belum signifikan, peningkatan perempuan jumlah 

perempuan di DPR tidak berbanding lurus dengan kualitas. Peran perempuan dalam fungsi 

legislasi, pengawasan, dan anggaran belum maksimal. Akibatnya, produk parlemen belum 

mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan.  

Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) didirikan pada tahun 1998 sebagai cabang 

dari AIPA. Pertemuan WAIPA diadakan tahunan Majelis Umum AIPA dan yang diketuai oleh 

salah satu wanita anggota parlemen dari negeri tuan rumah. Maksud dan tujuan utama dari 

WAIPA adalah sebagai wadah yang memfasilitasi jaringan antara perempuan untuk 

meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam AIPA baik itu di dalam 

Parlemen maupun di seluruh ASEAN.  
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Sidang yang dilakukan oleh Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) sebagai bagian 

dari Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus ini akan membahas isu-isu krusial yang 

terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di ASEAN. Perempuan, 

dengan persentase hampir setengah populasi ASEAN (49,65%), memiliki potensi yang besar 

untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan. 

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam hal disparitas akses terhadap pendidikan, 

pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, serta isu-isu terkait kesehatan ibu, kekerasan 

terhadap perempuan, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, dan keterwakilan 

perempuan dalam politik dan pembentukan kebijakan. Dalam konteks keketuaan Indonesia di 

AIPA, diharapkan akan ada upaya yang lebih signifikan terhadap agenda kesetaraan gender di 

ASEAN, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Sidang WAIPA membahas sejumlah 

poin penting yang menjadi acuan dalam perumusan keputusan. Salah satunya adalah 

bagaimana parlemen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan 

UMKM perempuan. Langkah-langkah seperti membangun ekosistem wirausaha, memberikan 

dukungan kebijakan, dan memfasilitasi akses keuangan bagi perempuan menjadi fokus dalam 

upaya mencapai potensi ekonomi di kawasan. Selain itu, Sidang WAIPA juga membahas 

pentingnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan sosial untuk mempercepat 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan 

kemiskinan di kawasan ASEAN.  

WAIPA sebagai institusi berperan penting dalam mendorong Parlemen Anggota ASEAN 

untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan 

dan memberikan akses yang luas, terutama di dunia kerja, pendidikan, dan politik. Sidang ini 

membahas bagaimana parlemen dapat memperkuat perannya dalam melindungi hak-hak 

tersebut dan memberikan perlindungan yang efektif. Parlemen membahas upaya untuk 
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mengatasi ketimpangan akses dan mendorong pemberdayaan perempuan di daerah terpencil. 

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memungkinkan perempuan terlibat dalam ekonomi dan 

membangun ketahanan masyarakat pasca-pandemi. Hasil Sidang ini, WAIPA akan menyusun 

resolusi yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan 

perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di ASEAN. Resolusi ini akan 

menjadi panduan bagi Parlemen Anggota AIPA dalam mempromosikan kesetaraan gender 

dan kesejahteraan perempuan di kawasan ASEAN. Draf Resolusi yang akan dibahas antara 

lain:  

a. Draft Resolution on the Adoption of the Report of the Meeting of the Coordinating 

Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)- Usulan Sekretariat AIPA 

b. Draft Resolution on Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and 

Gender-Responsive Parliaments – Usulan Indonesia 

WAIPA berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan di ASEAN. Dengan kerja sama yang kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan, 

WAIPA berharap dapat mewujudkan masyarakat ASEAN yang inklusif, adil, dan 

berkelanjutan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, 

maka peneliti menyatakan rumusan masalah untuk dijawab pada penilitian ini, berupa 

“Bagaimana Peran WAIPA Untuk Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen 

di Indonesia?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memudahkan pembaca menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang terkait dengan Peran WAIPA untuk Keterlibatan Perempuan di Parlemen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Bagi Penulis 

Untuk mengembangakan penalaran, dan membentuk pola pikir kritis serta dinamis 

agar mengetahui kemampuan penulis dari ilmu yang telah diperoleh terkait dengan 

informasi mengenai upaya serta peran yang dilakukan oleh WAIPA untuk 

meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam parlemen.  

B. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan acuan dan tolak ukur bagi mahasiswa menjelaskan dan menganalisa 

berbagai upaya yang dilakukan oleh WAIPA guna meningkatkan keterlibatan 

perempuan di dalam parlemen. 

C. Bagi Universitas 

Penelitian memberikan informasi dan memfasilitasi pelajaran yang berkaitan dengan 

upaya WAIPA untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam parlemen DPR 

RI. 
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